BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BARITO KUALA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITOM KUALA,

: bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala.

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang (Lemburan Negara Republik
Indoensia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undan-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5.Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7.Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
KUALA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP
adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7.Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai,
atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi;



8.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja
pada instansi dalam rangka pertanggunjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah;

9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Daerah.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan

pencapaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi
Pemerintah;
(2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk :
a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 4

(1) Bupati melakukan evaluasi AKIP setiap tahun ;

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim evaluator
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(3) Evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada (1} dilakukan oleh Tim
evaluator dengan penugasan Inspektur.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Bupati menetapkan kebijakan teknis evaluasi AKIP dengan berpedoman

pada Peraturan Bupati ini.
(2) Bupati melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan supervise
hasil evaluasi AKIP.

PASAL 6

Pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



\
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 30 Jyni/2022

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 30 Juni 2022




3. Penutupan
a. Simpulan
b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

BAB VI
PENUTUP

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja
instansi pemerintah/unit kerja. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi AKIP
ini, diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam
melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga
dapat menggunakan inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara
terus-menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih
efisien.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan
dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu
meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta menjngkatnya
akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja t¢rhadap kinerjanya.

ALA,



G.

METODELOGI

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah ebvaluasi secara terbatas
yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi
yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen
akuntabilitas kinerja. Sedangkan metodelogi yang digunakan dalam
evaluasi adalah kombinasi dari metode kualitatif dan kuantitatif dengan
teknik :

1) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

3) Observasi

4) Studi Dakumentasi

BATASAN EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi ini dibatasi pada aspek-aspek yang tercantum pada
ruang lingkup, dan tidak dirancang untuk mengungkap adanya
kecurangan (fraud).

SUSUNAN TIM

Penanggungjawa . S—
Wakil Penanggungjawab : ........
Superpisor S eesmeaes
Anggota Tim !A........
buiieenns
Cissvinnss
dstnya.

FOKUS, INDIKATOR, DAN LANGKAH KERJA EVALUASI
Guna mencapai tujuan pengawasan, maka diperluka fokus, indikator dan
langkah kerja sebagai pedoman operasional sebagaimana terlampir.

Marabahan,..........
Menyetujui: Superpisor, Ketua Tim,
Wakil Penanggungjawab
NIP..... NIP..... NIP......

--------------------------




Menjadi dasar dalam penyesuai

an (pemberian/pengurangan)

tunjangan kinerja/ penghasilan.
2. Pastikan pengukuran Kkinerja
telah

menjadi dasar dalam
penempatan

/penghapusan jabatan baik
struk-

Tural maupun fungsional.
3. Pastikan pengukuran kinerja
telah

mempengaruhi penyesuaian

(refocusing) organisasi




HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

DINAS............ KABUPATEN...cccco00
TAHUN....ccorsrsssnens
Komponen/Sub Bobot
No. Komponen /Kreteria Nilai Akuntabilitas Kinerja
2021 2022
1 | Perencanaan Kinerja 30.00
2 | Pengukuran Kinerja 30.00
3 | Pelaporan Kinerja 15.00
4 | Evaluasi 25.00
Akuntabilitas
Kinerja
No. Catatan
1
2
3
4
S
¢)
7
8
9
10
Rekomendasi
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